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Abstract: This study aims to analyze the role of the government in
overcoming nutrition improvement based on the law using a literature
study. This literature study uses three databases in search research
articles, namely PubMed, Sciencedirect and Google Cendikia. The
framework used in this literature review is PICOS (population,
intervention, compare, outcome, study design) and exposure in the
literature search using the PRISMA checklist flow diagram. The criteria
for the article are full text in Indonesian and English and published in
2010-2020. The author found nine articles that met the inclusion criteria
of the literature review. Where there are various types of government
roles in overcoming nutrition improvement based on applicable laws
and policies. Overall, from eight articles, it was found that the
government's role is very important in overcoming nutrition
improvement and there needs to be cross-departmental collaboration to
achieve the goal of optimal nutrition improvement.

Keywords: The Role Of Government, Nutrition Improvement, Health
Policy

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa peran pemerintah
dalam penanggulangan perbaikan gizi berdasarkan undang-undang
secara studi literatur. Studi literature ini menggunakan tiga database
dalam pencarian artikel penelitian, yaitu PubMed, Sciencedirect dan
Google Cendikia. Framework yang digunakan dalam literature review
ini yaitu PICOS (population, intervension, compare, outcome, study
design) dan pemaparan dalam pencarian literature menggunakan
diagram flow PRISMA checklist. Kriteria artikel yaitu full text
berbahasa Indonesia dan Inggris serta diterbitkan pada tahun 2010-2020.
Penulis menemukan sembilan artikel yang memenuhi kriteria inklusi
dari literature review. Dimana terdapat berbagai jenis peran pemerintah
dalam penanggulangan perbaikan gizi berdasarkan undang-undang dan
kebijaknna yang berlaku. Secara keseluruhan dari delapan artikel
didapatkan bahwa peran pemerintah sangat penting dalam
penanggulangan perbaikan gizi dna perlu ada Kerjasama lintas dinas
untuk dapat mencapai tujuan perbaikan gizi yang optimal.

Kata Kunci: Peran Pemerintah, Perbaikan Gizi, Kebijakan Kesehatan
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Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang terkenal kaya dengan sumber daya alam (SDA),
namun negara ini seakan tidak lepas dari persoalan gizi buruk yang telah terjadi sejak
lama. Penanganan yang tidak serius terhadap gizi buruk menyebabkan timbulnya
berbagai macam penyakit kronis, salah satunya stunting. Kasus kekurangan gizi pada
anak balita yang diukur dengan prevalensi anak balita gizi kurang dan gizi buruk
digunakan sebagai indikator kelaparan, karena mempunyai keterkaitan yang erat dengan
kondisi kerawanan pangan di masyarakat (BAPPENAS, 2011). Situasi gizi dunia
menunjukkan dua kondisi yang ekstrem, mulai dari kelaparan sampai pola makan yang
mengikuti gaya hidup yaitu rendah serat dan tinggi kalori, serta kondisi kurus dan pendek
sampai kegemukan. Di sisi lain, penyakit menular dan penyakit tidak menular juga
meningkat. Sangat jelas peran gizi berkontribusi bermakna pada penanggulangan ke dua
jenis penyakit ini. Untuk mencapai status kesehatan yang optimal, dua sisi beban penyakit
ini perlu diberi perhatian lebih pada pendekatan gizi, baik pada masyarakat kaya maupun
pada kelompok masyarakat miskin (WHO, 2008).

Keadaan gizi dan kesehatan masyarakat tergantung pada tingkat konsumsi, dewasa
ini Indonesia menghadapi masalah gizi ganda, yakni masalah gizi kurang dan masalah
gizi lebih. Masalah gizi kurang umumnya disebabkan oleh kemiskinan, kurangnya
persediaan pangan, kurang baiknya kualitas lingkungan (sanitasi), kurangnya
pengetahuan masyarakat tentang gizi, menu seimbang dan kesehatan, dan adanya daerah
miskin gizi (iodium). Sebaliknya masalah gizi lebih disebabkan oleh kemajuan ekonomi
pada lapisan masyarakat tertentu yang disertai dengan minimnya pengetahuan tentang
gizi, menu seimbang, dan kesehatan. Dengan demikian, sebaiknya masyarakat
meningkatkan perhatian terhadap kesehatan guna mencegah terjadinya gizi salah
(malnutrisi) dan risiko untuk menjadi kurang gizi (Mohamad Agus Salim, 2015). Masalah
gizi merupakan masalah yang ada di tiap-tiap negara, baik negara miskin, negara
berkembang dan negara maju. Negara miskin cenderung dengan masalah gizi kurang,
hubungan dengan penyakit infeksi dan negara maju cenderung dengan masalah gizi lebih
(Anisa et al, 2017). Sehingga perlu ada penanganan khusus untuk menyelesaikan
kekurangan gizi pada masyarakat karena banyaknya faktor penyebab kekerangan gizi
tersebut.

Kekurangan gizi dapat disebabkan oleh beberapa penyebab seperti keluarga tidak
mampu membeli, atau menyediakan bahan makanan, pola asuh yang salah, pola
komsumsi yang salah, dan pengolahan makanan yang tidak tepat. Ketika mengalami
sakit, dan tidak mendapatkan pelayanan yang tepat dan cepat maka sakit akan
berkelanjutan. Kondisi ini dapat menyebabkan sakit dan gangguan pertumbuhan serta
mengarah pada kematian (Ridua & Djurubassa, 2020). Penyebab inilah yang perlu
dilakukan pengaturan oleh pemerintah sebagai peran fungsi fasilitator dalam penyediaan
regulasi yang tepat dan dapat diakses oleh semua kalangan masyarakat.

Pemerintah Pusat melalui Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) mengatur bahwa Pemerintah Daerah
bertanggungjawab atas penyelenggaraan, meningkatkan, dan mengembangkan upaya
kesehatan. Pentingnya kebijakan gizi dalam penanganan masalah gizi belum menjadi
perhatian terutama daerah-daerah dengan tingkat masalah gizi yang tinggi (Heaver,
2005). Pengetahuan dan dasar masalah, politik dan pemerintahan, serta kapasitas dan
sumber daya daerah merupakan faktor-faktor dalam manajemen dan proses kebijakan gizi
yang berperan dalam membentuk lingkungan gizi yang baik dengan tingkat masalah gizi
yang tinggi, cenderung kurang memperhatikan proses kebijakan yang dilaksanakan
(Gillespie, 2013).

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah
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menjadi penting dalam penanggulangan perbaikan gizi di masyarakat. Oleh karena itu,
dengan didasarkan penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk menggali lebih dalam
mengenai peran pemerintah dalam penanggulangan perbaikan gizi dilihat dari kebijakan
kesehatan/Undang-Undang yang berlaku. Dalam penyusunan penelitian ini dilakukan
secara study literature.

Metode Penelitian

Rangkuman menyeluruh dalam bentuk literature review mengenai peran
pemerintah dalam penanggulangan perbaikan gizi menurut hukum. Telaah artikel dalam
penelitian ini menggunakan PRISMA checklist untuk mengevaluasi artikel untuk ditelaah
oleh peneliti (Snyder, 2019). Pencarian artikel dengan menggunakan keyword dan
Boolean operator (AND, OR NOT or AND NOT) yang digunakan oleh peneliti untuk
proses mempermudah dalam pencarian artikel sesuai dengan tujuan penelitian. Kata kunci
yang dipakai dalam penelitian ini sesuai dengan Medical Subject Heading (MeSH) yaitu
“The Government” AND “Reducing Stunting” AND “Based Health Policy” atau PICO
(Patient, Intervention, Compare, Outcome) yaitu “Peran Pemerintah” DAN
“Penanggulangan” DAN “Perbaikan Gizi” DAN “Menurut Undang-Undang ”.

Hasil dan Pembahasan

Delapan artikel yang sesuai berdasarkan topik telaah literatur yaitu peran
pemerintah dalam penanggulanagan perbaikan gizi berdasarkan undang-undang dikaji
dan diuraikan sesuai dengan tema peran pemerintah dalam penanggulangan masalah
perbaikan gizi yaitu peran sebagai pembiaya (fasilitator), peran sebagai pelaksaan
pelayanan dan peran sebagai regulator. Berdasarkan hal tersebut maka dibagi menjadi 3
peran sebagai berikut: 1) Peran fasilitator yaitu peran sebagai pembiaya, pemerintah
bertanggungjawab dalam penyediaan dana atau membuat system pelayanan kesehatan
rakyat yang berkualitas serta dapat diakses oleh masyarakat miskin sebanyak 3 artikel; 2)
Peran sebagai pelaksana pelayanan, yaitu pemerintah bertanggungjawab dalam
menyediakan pelayanan yang berkualitas didapatkan sejumlah 3 artikel; dan 3) Peran
sebagai regulator, yaitu peran pemerintah dalam menjamin tersedianya Lembaga
pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta yang aman didapatkan artikel sebanyak 2
buah. Selanjutnya artikel yang didapatkan tersebut dapat dianalisa dan dibahas oleh
peneliti pada pembahasan berikutnya.

Pembahasan
Peran Pemerintah Sebagai Pembiayaan/Fasilitator

Peran pemerintah pertama yaitu pemerintah sebagai pembiayaan atau sebagai
fasilitator yaitu pemerintah bertanggungjawab dalam penyediaan dana atau membuat
sistem pelayanan kesehatan rakyat yang dapat diakses oleh masyarakat miskin. Dalam
penelitian telaah pustaka ini didapatkan 3 artikel Penelitian terkait peran pemerintah ini
yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ridua dan Djurubassa (2020) yang meneliti kebijakan
Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur dalam Menanggulangi Masalah Stunting yang
didapatkan hasil bahwa pelaksanaan penaggulangan masalah stunting sudah dilakukan
namun belum sepenuhnya baik. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi dinas terkait
mengenai permasalahn dan upaya yang harus dilakukan dalam menanggulangi masalah ini.
Menurut Azrul (2004) dan Subandi (2011) mengatakan bahawa Indonesia mengalami
permasalahan gizi ganda, yaitu masalah gizi kurang yang umumnya disebabkan karena
kemiskinan, kurangnya persediaan pangan, kurang baiknya kualitas lingkungan, kurangnya
pengetahuan masyarakt tentang gizi serta lebih yang disebabkan oleh kemajuan ekonomi
pada lapisan masyarakat tertentu disertai kurangnya pengetahuan tentang gizi.
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Permasalahan terkait perbaikan gizi ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja tapi juga
beberapa negara lainnya. Salah satu artikel yang ditelaah oleh peneliti yaitu penelitian
Namugumya et al (2020) menyatakan bahwa beberapa negara di Afrika mempunyai
masalah dalam kebijakan nutrisi yang disinkronkan dengan Sustainable Development Goal
2 untuk memerangi masalah kekurangan gizi. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan
jarak antara satu kebijakan dengan kebijakan lain agar tidak tumpeng tindih dan proses
mekanisme penentuan kebijakan. Dalam Penelitian ini menjelaskan 4 tema yang
didapatkan yaitu mulai dari promosi kebijakan internasional, isu promosi oleh kalangan
internasional, isu promosi oleh pembuat kebijakan dalam negeri dan pembelajaran
instrumental kebijakan agar dapat sepadan dan baik dalam pelaksanaannya. Dalam studi ini
juga dijelaskan bahwa pendekatan yang baik dapat memahamkan pemerintah dalam
mengambil keputusan yang baik atau gagal terutama dalam kebijakan penanggulangan
kebutuhan gizi. Berdasarkan artikel yang didapatkan di atas dapat dijelaskan bahwa
pemerintah memiliki peranan penting dalam membuat system pelayanan kesehatan dapat
diakses oleh semua orang terutama masyarakat miskin. Hal ini sudah dilakukan pemerintah
Indonesia dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 23 tahun 2014
tentang Upaya Perbaikan Gizi. Peraturan ini menyatakan bahwa upaya yang dapat
dilakukan tertuang dalam pasa 2 yaitu (a) Setiap orang memiliki akses terhadap informasi
dan pendidikan gizi, (b) Setiap orang terutama kelompok rawatn gizi memiliki akses
terhadap pangan yang bergizi dan (c) Seiap orang memiliki aksus terhadap pelayanan gizi
dan kesehatan. Pemerintah Indonesia telah melakukan peran sebagai fasilitator dengan baik
yaitu adanya peraturan yang mengatur terkait upaya perbaikan gizi yang bersifat nasional.
Peran Pemerintah Sebagai Pelaksana Pelayanan

Penelitian ini selanjutnya akan membahas terkait peran pemerintah sebagai
pelaksana pelayanan yaitu pemerintah bertanggungjawab dalam menyelesaikan pelayanan
yang berkualitas. Pelayanan yang dimaksud adalah pelayanan kepada masyarakat secara
umum (Sari, 2019). Pelayanan ini diharapkan dapat diakses oleh semua orang dan dapat
dinikmati dan diakses semua kalangan. Peran pemerintah disini dapat dilihat pada Indikator
Nutrition Commitment Index (NCI) untuk menilai dan menganalisis permasalahan gizi
buruk pada suatu wilayah (Rozi & Novega, 2018). Penelitian tersebut menjelaskan bahwa
suatu daerah berkomitmen atau tidak dapat dilihat pada Indikati NCI tersebut. Indikator ini
terdiri dari 12 indikator yang dikelompokkan dalam 3 tema yaitu anggaran, kebijakan
program dan regulasi tertulis. 12 indikator NCI yaitu indikator cakupan vitamin A, akses
air bersih, kondisi program gizi dalam kebijakan daerah, program gizi diprioritaskan dalam
perencanaan daerah, koordinasi lintas sektor, target indikator program gizi dan survei gizi
dalam 3 tahun, indikator anggaran untuk gizi, promosi ASI eklusif, cakupan sanitasi
(jamban sehat), kunjungan ibu hamil dan indikator hukum/regulasi tertulis (Litento et al,
2015). Indikator NCI ini tidak hanya dinerlakukan untuk nasional akan tetapi juga
dilakukan untuk skala regional atau provinsi. Penelitian yang dilakukan oleh Rozi dan
Novega (2018) terkait analisis permasalahan gizi buruk berdasarkan Indikator NCI di
Kabupaten Bengkulu Utara ini menjelaskan bahwa belum semua indikator tercapai dengan
baik. Sebanyak 7 dari 12 indikator sudah terlaksana di Kabupaten Bengkulu Utara
sedangkan sisanya sebanyak 5 indikator belum tercapai. Hasil penelitian ini didapatkan
dari proses penelitian kualitatif dengan rancanangan studi kebijakan serta penilaian pada
indicator NCI. Selanjutnya wawancara mendalam dilakukan kepada 5 orang yang
memahami terkait dengan komitmen pemerintah dalam mengatasi masalah gizi di
Kabupaten Bengkulu Utara. Informan yang terlibat dalam Penelitian ini yaitu Kepala Dinas
Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara, Kepala Bidang peningkatan pelayanan kesehatan
Dinas Kesehatan Bengkulu Utara, Kepala Seksi Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten
Bengkulu Utara, Kepala Seksi Gizi dan Kesehatan Keluarga Dinas Kesehatan dan Kepala
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Seksi Perencanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara. Penelitian ini menguatkan
bahwa peran pemerintah sebagai pelaksana pelayanan dalam penanggulangan perbaikan
gizi sangatlah penting sehingga perlu adanya koordinasi lintas dinas dan lintas sektor untuk
memperkuat komitmen pemerintah dalam menyelesaikan masalah ini.

Peran pemerintah menjadi sangat krusial dalam melakukan pelaksana pelayanan
terutama dalam mencegah terjadinya gizi buruk. Penelitian yang dilakukan oleh Sari
(2019) di Yogyakarta menjelaskan bahwa peran Pemerintah Kota dalam menanggulangi
gizi buruk, yaitu peran pemberdayaan dengan mengadakan program penyuluhan gizi,
program pemberdayaan keluarga sadar gizi dan program revitalisasi posyandu. Sedangkan
peran pelayanan yaitu dengan menjalankan program pemeriksaan kesehatan. Program
pemberian multivitamin, program pemberian rujukan, serta program pemberian makanan
tambahan dan terakhir peran pengaturan yaitu dengan membuat peraturan atau kebijakan
tentang penanggulangan gizi buruk.

Peran tersebut diatur dalam peraturan Perudang-undangan yang mengatur kehidupan
bersama. Peran pengaturan disini yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi gizi
buruk yaitu dengan membuat Peraturan Pemerintah Walikota Yogyakarta No.181 tahun
2005, tentang fungsi dan tugas Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, pasal 14 serta
mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Rl Nomor. 920/Menkes/SK/V11/2002
pada tanggal 1 Agustus 2002 tentang klasifikasi status gizi anak dibawah lima tahun. Status
gizi dibuat untuk mengukur suatu kondisi seseorang baik secara antropometri maupun
Klinik sebagi respon atas asupan makanan dalam jangka waktu tertentu.

Peran pemerintah dalam pelaksanan pelayanan kesehatan untuk menangulangi kasus
gizi buruk tidak hanya di Indonesia saja. Beberapa negara lain juga menjadikan indikator
kecakupan gizi sangat penting salah satunya di negara India. Penelitian Nair et al, (2013)
menjelaskan bahwa ada korelasi program Mahatma Gandhi National Rural Employment
Guarantee Act (MGNREGA) dengan angka kejadian malnutrisi di Rajasta, India. Program
MGNREGA merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah India utnuk mengurangi
kasus stunting pada balita. Program ini merupakan kebijakan upah untuk pekerja dari
Pemerintah India terkait kekurangan gizi pada bayi dan memberikan dampak positif pada
rumah tangga dengan ketahanan pangan dan pemberian makan bayi. Penelitian ini
melibatkan 528 rumah tangga dengan 1.056 partisipan. Dari 528 rumah tangga tersebut
terdapat 24 % yang mengalami stunting. Hasil Penelitian ada hubungan yang positif antara
program MGNREGA dengan kejadian stunting pada bayi. Ada beberapa faktor yang
didapatkan secara kualitatif pada penelitian ini yang bisa dilakukan untuk mengatasi
stunting pada anak yaitu meningkatkan pengetahuan ibu dan memperbanyak latihan untuk
memberikan makan pada bayi melalui kebijakan sosial dan ekonomi. Kebijakan ini
memiliki dampak positif untuk mengurangi angka kejadian stunting atau gizi buruk pada
anak.

Peran Pemerintah Sebagai Regulator

Pembahasan selanjutnya yaitu terkait dengan peran pemerintah sebagai regulator
yaitu pemerintah menjamin tersedianya Lembaga pelayanan kesehatan pemerintah dan
swasta yang aman. Kejadian stunting cukup tinggi di Indonesia. Berdasarkan data
Pemantauan Status Gizi (PSG) selama tiga tahun terakhir, stunting memiliki prevalensi
tertinggi dibandingkan dengan masalah gizi lainnya seperti gizi kurang, kurus, dan gemuk.
Prevalensi balita pendek mengalami peningkatan dari tahun 2016 yaitu 27,5% menjadi
29,6% pada tahun 2017 (Buletin Jendela Data dan Informasi Kesehatan, 2018). Maka
dengan data tersebut pemerintah harus memasukkan permasalahan gizi menjadi masalah
yang harus diselesaikan bersama. Karena stunting merupakan masalah gizi kronis yang
berdampak pada kesehatan anak dan perekonomian negara. Dalam Penelitian Nurhayati
(2019) didapatkan bahwa prevelensi kejadian stunting di Indonesia masih tinggi dan
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mengabaikan bentuk pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara. Sehingga pemerintah
perlu menjalankan perannya yaitu sebagai regulator. Pemerintah melalui Undang-Undang
No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang
Pangan. Atas dasar itu, pemerintan membuat beberapa kebijakan, yaitu menetapkan
Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 yang mengatur mengenai Pelaksanaan Gerakan
Nasional Percepatan Perbaikan Gizi. Peta Jalan Percepatan Perbaikan Gizi terdiri atas
empat komponen utama yang meliputi advokasi, penguatan lintas sektor, pengembangan
program spesifik dan sensitif, serta pengembangan pangkalan data. Intervensi gizi baik
yang bersifat langsung (spesifik) dan tidak langsung (sensitif) perlu dilakukan secara
bersama-sama oleh kementerian/lembaga serta pemangku kepentingan lainnya. Selan itu
pemerintah juga melakukan berbagai upaya seperti pelaksanaan program Beras Miskin
(Raskin)/Beras Sejahtera/Rastra (Bulog), Bantuan Pangan Non-Tunai (Kemensos),
Program Keluarga Harapan /PKH (Kemensos), Pemberian Makanan Tamabahn/PMT ibu
hamil (Kemenkes) dan Bantuan Pangan Asal Sumber Lain (Pemda, LSM dan Lain-lain)
(Kementrian Kesehatan RI, 2018). Kegiatan tersebut sudah sangat baik dilakukan oleh
pemerintah untuk menunjang dan mencegah terjadinya gizi buruk di suatu wilayah
khususnya di Indonesia. Melalui program pemerintah dan swasta diharapakan dapat
menyelesaikan permasalahan stunting dan gizi buruk serta dapat menanggulangi perbaikan
gizi.

Kesimpulan

Berdasarkan dari keseluruhan jurnal yang penulis review, rata-rata metode
penelitian dalam kedelapan artikel yaitu kualitatif yang melibatkan pemangku kebijakan
terutama pada kebijakan gizi di wilayah penelitian masing-masing. Peran pemerintah
perlu dioptimalkan dengan kerjasama lintas sektor, lintas dinas untuk dapat
menyelesaiakn permasalahan perbaikan gizi pada masyarakat. Peran pemerintah sebagai
pembiaya, pemerintah bertanggungjawab dalam penyediaan dana atau membuat system
pelayanan kesehatan rakyat yang berkualitas serta dapat diakses oleh masyarakat miskin,
peran sebagai pelaksana pelayanan, yaitu pemerintah bertanggungjawab dalam
menyediakan pelayanan yang berkualitas dan peran sebagai regulator, yaitu peran
pemerintah dalam menjamin tersedianya Lembaga pelayanan kesehatan pemerintah dan
swasta yang aman perlu dikuatkan dan dipertajam agar dapat berperan dengan baik.
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